BUPATI DOMPU |
~ PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR {2 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU

A,Menimyb"ang, T a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan
Menteri Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang £y

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagalmana
telah diubah beberapa kali terakhir glenggm Peraturan
‘Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Taﬁun' 2011 tentang |
| Perubahan Kedua Atas Peraturan Menten Dalam
Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

- ‘Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerlntah Daerah »

dapat memberikan tambahan penghasﬂan kepada
Pegawai  Negeri Sipil  sebagai - upaya untuk
memngkatkan kesejahteraan dan klnerja Pegawal
Negeri Sipil; ; £ 7 ; '

b. bahwa pengaturan dalam Peraturan Bﬁpati Doiripu
‘Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan
'Bagl Pegawai Negeri Sipil di Llngkungan Pemerintah

- Kabupaten Dompu perlu disesuaikan giengan Hasil
Koordinasi dan Supervisi Pencegéhan Kémpsi Komisi
Pemberantasan Korupsi; i e ? | ’ |

¢ bahan berdasarkan pemmbangan 3§ebagaimana
~dimaksud dalam huruf a dan hurjuf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan

Peraturan Bupati Dompu Nomor 35 Tahun 2019 .



> -

* Mengingat

R b

- Republik Indonesia Nomor 1655);
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tentang Tambahan Penghasillan Bagi PegaWai Negeri
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu, B

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang'
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wllayah
Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa

Tenggara Timur (Lembaran Negara Repubhk Indones1a

Tahun 1958 Nomor 122, Tamlbaha.n Lembaran Negara
|
Undang-Undang Nomor 17, Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
IndonéSia Tahun 2003 Nomor 47, ir,Tamb'ahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 12| Tahun 2011 tentahg

Pembentukan Peraturan Perundang—undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia rTahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesm Nomor 5234) sebaga1mana telah di ubah

‘dengan Undang-Undang Nomor - 15 ’I‘ahun 2019

tentang Perubahan atas Undang—Undang ‘Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pgmbentukaq Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Nega‘ra‘ Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,{ Tambahan |
Lembaran Negara Republik Indonesia JTahun 2019
Nomor 6398); i i e

Undang—Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Neggra -Republik

' Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambaﬁan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494), ’ ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang SRR

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara ‘Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244[ Tambahan |
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) |
sebagaimana telah beberapa kali dlubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran




- Nomor 5601); ‘ o 11 :
. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin PNS (Lembaran Negara Repubhk Indonesm .

10.

11.

12;

-3-

Negara Republik Indonesia Tahun _2015 Nomor ‘58,  Y
‘Tambahan Lembaran Negara Republilk Indonesia

Nomor 5679);

.':Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang‘

Administrasi  Pemerintahan (Lembaran ~ Negara

'Republ_ﬂ{ Indonesia  ‘Tahun 2014 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia
} .

Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5135); A l :
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

“Manajemen Pegawai Negeri~ Sipil (Lemb[aran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambanan
Lembaran Negara Republik IndonesiakNonI’xor 6037);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

'Pengelblaan Keuangan Daerah (Lembé.ran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan

'Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri S1p1t1 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20 19 Nomor 77,
Tambanan Lembaran Negara Repubhk Indonesm:
Nomor 6340); ' L ! '

Peraturan Menteri Dalam Neger1 Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagalmana telah diubah beberapa ka11 terakh1r»

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21; ey

|
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan, :

g Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

‘Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; |

Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara‘
Dan Reforma31 Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011

~ tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja

Pegawai Negeri;
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13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No‘mor‘

- 2036) sebagaimana telah diubah dengan | Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tenfang
Perubahan atas Peraturan Menteri Da]elim Negéri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukéln Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157); R
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negafra' Nomor
24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembeifian Cut1
‘Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia |
Tahun 2017 Nomor 1861); TR AR
- 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 661-5449
Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuang Menteifi
Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara d1 Lingkungan
Pemerintah Daerah; el kA
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu' Nomor 7 Tahun
2016 Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dap
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 'Dompur
(Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Ka!bu_paten
Doinpu Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor S5 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peratur_an Daerah
Kabnpaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016 tentang
~ Pembentukan dan Susunan Perangkét iDaerahr
Kabupaten _Dompu (Lembaran Daerah ;Kabfupaten‘ E
Dompu Tahun 2019 Nomor"s, Tambahan Lernbaran
Daerah Kabupaten Dompu Nomor 5); | g

17. Peraturan Bupati Dompu Nomor 35 Tahun
e tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai \Negeri

2019:

Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten . liz)ompu' s

- (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2019 i\Iomor
201); |




e

"
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Menetapkan :
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18. Peraturan Bupati Dompu Nomor 53 ’lI‘ahun 2019

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kexja Sekretanat Daerah Kabupaten

Dompu (Berita Daerah Kabupaten Dompu’ Tahun 2019 -

Nomor 2 18), t

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI DOMPU TENTANG %ERUBAHAN E
PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 35 TAHUN 2020
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN DOMPU.

“Pasall

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dompu
Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tambahan[‘ Penghasilan

Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Llngkungan Pemerintah

: ‘Kabupaten Dompu (Berita Daerah Kabupaten Dompu

Tahun 2019 Nomor 201), diubah sebagal berlkut

L

sehingga berbunyi sebaga1 berikut:

Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 d1tamb[ah Pasal 8A

Pasal 8A , *

VPNS yang ditugaskan sebaga1 pela.ksa.naE harian atau
~pelaksana tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih,
 diberikan TPP sebagai berlkut .

o
a. ditugaskan pada _]abatan yang setingkat, menerima

TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh

persen) dari TPP yang lebih rendah}pada jabatan
definitif atau Jabatan yang dirangkapnya; dan

" b. ditugaskan pada jabatan setmgkat’ lebih tinggi,

menerima TPP sesuai jabatan def1n}1t1f dltambah
20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan
sebagai pelaksana harian atau pelaksana tugas

pada jabatan yang dirangkapnya;



<ot

i pelaksana tugas.

Va.

- masuk;
. pulang;

.- tidak hadir tanpa keterangan n -
. tidak meng1kut1 upacara, £

o guru; dan

-6-

25 c TPP sebagai mana dunaksud dalam huruf a dan
’.'huruf b dlbayarkan terhltung mulal tanggal

~ menjabat sebaga1 pelaksana . harlan atau g

2 Ketentuan Pasal 9 dlubah sehlngga berbuny1 sebagal;;_-, o
benkut . g i

Pasal9 i

(1) TPP sebagmmana dlmaksud dalam Pasal 5 -
e dﬂakukan pemotongan apablla PNS Mg o ;
~ terlambat masuk ker_)a dan/ atau t1da.k apel" o : .

. pulang kerja leb1h awal dan/atau tldak apel f:

. melaksanakan  izin yang mengganggu*

. pelaksanaan tugas pokok dan fung31, ¥ T A

'tldak mengajar khusus peJabat fungsmnal :

-~ tidak menghadm undangan ,‘;VBupatl pada i f ;j 
‘kegiatan pemermtahan sela_m upacara MEsL e
.f,belum menyampaikan o Laporan Harta
~ Kekanyaan Aparatur Slpll Negara (LHKASN)
' dan/atau Laporan Harta Kekayaan Pejabatf i
- Negara (LHKPN) : | ; e
~ belum menyelesalkan kewajlban admlmstras:. : e
terkait pengelolaan ‘barang rmhk daerah_‘;g[f,'“
- dan/atau ba.rang milik Negara, dan » o
.belum , menyelesajkan kewajlban ‘ terka1t o
o Tuntutan Perbendaharaan 'I‘untutan Gantl_,“ U e
. Rugi (TP-TGR. f oy

sk

(2) Pemotongan - TPP sebageumana d] maksud pada s )
ayat (‘) dmyatakan dalam °; (persentase)"" :

sebagalmana tercantum dalam Lamplran I :




s

<

) fhuruf a sa.mpa1 dengan huruf g d1h1tung secara ;
S ,kumulatlf dalam 1 (satu) bulan dan pahng banyak_\:v o

L ‘sebesar 100% (seratus persen) '

Sl

. : (3) Pemotongan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) r At

'(4).{Pemotongan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

“,‘.~huruf h sampau dengan huruf J d1 berhentlkan~

 setelah ASN yang bersangkutan menyelesalkan‘; 1;
'kewajlban antara laun : : e -

a.

b,

. ,ic_“

- dibayarkan ‘ole‘h daerah/mstanSI lam o

3 Lamplran I berubah. e

Vrnelaksanakan tugas belaJar,

~ atau Polisi;

~ tersebut;

melaksanakan cuti dlluar tanggungan negara, E | f
. ditetapkan sebaga1 tersangka/ tahanan Jaksa L

s ‘,dlberhenukan' - sementara karena dlduga\ i
melakukan tmdak p1dana, L /7
. ::d1peker~]akan pada 1nstans1/daerah 1 n,
BUMD, dan sekolah swasta STty
2 itpmdahan dan daerah/mstanm Iam yang‘f

belum dltempatkan secara defenltlf d1 OPD =R
PNS. daerah/mstans1 lam yang dlpekeljakan o "
pada Pemermtah Daerah yang gajmyal o

: melaksanakan masa pers1apan pensmn




i

D1undangkan di Dompu
“‘27 Januan2020 CTHE ST el
PARIA DAERAH KABUPATEN DOMPU

_8-

. Pasalll

Peraturan 1n1 mu1a1 berlaku pada tanggal dlundangkan - :

_Agar Setlap orang mematuhmya, . memenntahkan 5 -
L 'pengundangan Peraturan ¢ Bupau 1n1 dengan
penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Dompu ‘

. Dltetapkan d1 Dompu s

pada tanggal ﬁf’ Januar1 2020 1

BUPATI DOMPU

' H. BAMBANG M?'YAf,SiNf deie

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020 NOMOR Zz»é e
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